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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam memcapai tujuan serta cita
— cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa (Good Government And Clean Government) merupakn
prasyarat bagi Pemerintah. Agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan
bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan
legitimasi. Sejalan dengan diterbitkannya instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peratutan Mentri Pendayagunaan
Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinera dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Brebes
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan
Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Banjarharjo menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara
diwajibkan  untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi

Pemerintah yang disusun secara periodik, yang didalamnya memuat pernyataan



visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Kegiatan LKjIP
merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja dan dokumen pencapaian. Dokumen LKjIP bukan
dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator
Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian
Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Kecamatan Banjarharjo Tahun 2023 dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang
dikaitan dengan proses pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Banjarharjo adalah sebagai sarana
bagi Kecamatan Banjarharjo dalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja
kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan
pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamtan

Banjarharjo. Selain sebagai bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP

diharapkan dapat :

1. Mendorong Kecamatan Banjarharjo untuk dapat melaksankan tugas umum
pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan
kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, kebijakan yang
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadikan Kecamatan Banjarharjo yang akuntabel, sehingga dapat berperan
secara aktif, efesien dan ekonomis serta responsive terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungan tentram, tertib, dan kondusif.

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Banjarharjo guna membantu
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Banjarharjo terhadap

penyelenggaraan Pemerintah.



C. Gambaran Umum Oraganisasi

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Banjarharjo terletak dibagian selatan yang berbatasan

langsung denga perbukitan panenjoan dikawasan dataran rendan Brebes

bagian selatan. Terdapat 2 Desa yang mempunyai Wilayah pegunungan yaitu

Desa Sindaheula dan Desa Bandungsari. Batas-batas wilayah disekitar

Kecamatan Banjarharjo sebagai berikut :

1.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kersana.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ketanggungan.
3.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Losari.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Salem.

Secara administrasi Kecamatan Banjarharjo terbagi menjadi 25 Desa

sebagai berikut :

1. Bandungsatri.
Banjarharjo.
Banjarlor.
Blandongan.
Ciawi
Cibendung.
Cibuniwangi.
Cigadung.
Cihaur.

10. Cikakak.
11.Karangsari.
12. Cikuya.

13. Cimunding.
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14. Cipajang.
15. Dukuhjeruk.
16. Karangmaja.

17.Kertasari.



18. Kubangjero
19. Malahayu.

20. Parereja.
21.Pananggapan.
22.Pende.

23. Sindangheula.
24.Sukareja.
25.Tegalreja.

2. Gambaran Umum Organisasi
Gambaran umum Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dapat dilihat dari
aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.
2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan
bahwa Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan.
Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam
kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, Camat
mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Bupati.
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan.



g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan
lain dan /atau kelurahan.

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah
kabupaten yang ada di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (camat) juga menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan urusan

kemasayarakantan.
Penyelenggaraan pembina wilayabh.
Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pelaksanaan pelayanan umum.
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Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada
Bupati
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan
fungsional adalah sebagai berikut :
1. Camat, mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
d. Mengkoordinaskan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan
Bupati.
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan.
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan

lain dan/atau kelurahan.



h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten yang ada di Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun
kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan
mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan,
kerumah tanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kecamatan.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi.

c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi,

pemantauan/dan evaluasi kegiatan kecamatan.

d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian adminsitrasi
umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumah tanggaan,
dan kelembagaan.

e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan kecamatan.

f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan,
hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan.

g. Pelaksanaan alisis jabatan dan beban kerja.

h. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)
kegiatan Kecamatan.

I. Penyusunan profil kecamatan.

J. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan kecamatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekpedisi,
pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset,
penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta
pengelolaan umum administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional,

dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.



. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran,
pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan program dan anggran serta
melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi
penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan
akuntansi dan pelaporangan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan
pemeriksaan.

. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

Mempunya tugas menyelenggarakan dan membina administrasi
pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi
penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan.

. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa
dan perlindungan masyarakat.

. Kepala Seksi Sosial, mempunyai tugas :

Menyiapkan program pembinaan keagaman, kesehatan, pendidikan,
kesejahteraan social, lingkungan hidup dan pemberdayaan peranan
perempuan.

. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

Melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan
dan perekonomian.

. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tanaga fungsional seniot
yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional di
tetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



2.2 Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kecamatan Banjarharjo sebagaimana dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes, digambarkan dalam bagan 1 dimana
Kecamatan Banjarharjo dipimpin oleh seorang (1) Camat dengan dibantu oleh
seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub Bagian (3) Kelapa Seksi dan

beberapa staf Kecamatan. Berikut struktur organisasi Kecamatan Banjarharjo



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANJARHARJO




Sturktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas dan fungsih Kecamatan Banjarharjo sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor Tahun tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun Pasal 4 ayat 1
dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Banjarharjo ditetapkan sebagai
Perangkat Daerah Tipe A dimana Camat selaku kepala SKPD dibantu 4
(Empat) Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat
Daerah Tipe A, terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Camat, membawabhi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan.

3. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
a. Seksi Pemerintah dan Pelayanan Umum.
b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

c. Seksi Kesejahteraan Sosial.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

e

. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Permasalahan utama Organisasi Kecamatan Banjarharjo
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas
pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati
kepada Camat yang harus dilaksanakan, sampai saat ini terdapat permasalahan /
kendala isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :
1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi

pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas mauapun kualitas.
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2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah
kecamatan dan pemeritah kabupaten masih belum berjalan sesuia
seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan.

3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih
kurang.

4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan social yang

menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin masih kurang.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam
usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah
Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan Eksternal (Peluang dan
Tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis yang disebut dengan RENSTRA
merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi,tujuan, sasaran, dan strategi yang
dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RESNTRA Kecamatan Banjarharjo Tahun 2023-2026 berdasarkan
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya,
Renstra Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Banjarharjo tersebut akan dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjarharjo yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Banjarharjo
dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu

tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banjarharjo Tahun 2023-2026 dibuat
bedasarkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangka Daerah yang
dibuat untuk lima tahun, mengacu pada Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan dipedomani pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin

dicapai. Kecamatan Banjarharjo melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam
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kurun waktu 2017-2022 sebagaiman tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis

mendukung visi Kabupaten Brebes yaitu : ”"Menuju Brebes Ungqul, Sejahtera

dan Berkadilan”.

. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan
penjabaran dari visi yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Misi Kecamatan Banjarharjo
sebagaimana tersebut dalam Recana Strategis mendukung Misi ke 4 Kabupaten
Brebes yaitu: “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
Profesional, Efektif dan Efesien, Serta Menciptakan Stabilitas Keamanan dan
Ketertiban Daerah”.

. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) — 5 (lima) tahun. Penetapan
tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta
isu utama OPD Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Adapun rumusan
tujuan di dalam Perencanaan Strategis OPD Kecamatan Banjarharjo Tahun 2023-

2026 adalah mewujudkan pelayanan umum yang baik dan professional.

. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecatamatan Banjarharjo dalam jangka
waktu tahunan, lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria
“‘SWOT”. Analisis SWOT digunakan untuk menjabar isu yang telah dipilih menjadi
sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan
kriteria, yaitu KEKUATAN (STRENGHT), KELEMAHAN (WEAKNESS),
PELUANG (OPPORTUNITY), dan TANTANGAN (THREATH). Sasaran dalam
Rencana Strategis OPD Kecamatan Banjarharjo Periode Tahun 2023-2026
adalah meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator sasaran prosentase
pelaksanaan tugas umum pemerintahan pelaksanaan pelimpahan. Sasaran yang
hendak di capai oleh Kecamatan Banjarharjo dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun

yaitu Tahun 2023 dapat dilihat pada table tersebut :
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Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banjarharjo

Tujuan Sasaran
Uraian Indikator Uraian Indikator
Meningkatnya Indeks Kepuasan | Meningkatnya 1. | Hasil Survey
Kualitas Masyarakat Kualitas Kepuasan
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Masyarakat
Dengan Perangkat Kecamatan
Membangun Daerah Banjarharjo

Sistem
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang Efektif,
Efisien,
Akuntabel Serta

Inovatif

5. Strategi dan Kebijakan Program

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,
analisis, realistis, rasional dan komperhensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di
dalam rencana straregis (Rencana Strategis) diperlukan strategi. Strategi adalah
langkah-langkah berisikin program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Banjarharjo menetapkan

strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan.

2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

3) Meningkatkan efektifitas Standar Operasional Prosedur dan Pengawasan
Pelayanan.

4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

dan aparatur kecamatan dan desa.
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5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Banjarharjo sesuai program yang

telah ditetapkan antara lain :

1) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Peningkatan sumber daya sarana dan prasaran serta pengingkatan tertib
administrasi.

3) Peningkatan pembinaan/pengawasan, koordinasi dan fasilitasi kepada
pemerintah desa.

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrembang ditingkat desa

maupun kecamatan.

6. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk
memantau keberhasilan dan Kkinerja kegiatan pembangunan. Dengan
berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengedalian kegiatan akan
lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan
masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Banjarharjo berdasarkan
pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09
tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon Ill/ Perangkat Daerah/ unit kerja
mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan
dengan hal tersebut, indikator kinerja kantor Kecamatan Banjarharjo disusun

dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjina Kinerja pada dasarnya adalah kontrak kinerja yang telah diperjanjikan
antara menerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun,
kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarharjo
Tahun 2023 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2023 dan melaporkannya
dalam Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKJiP). Sesuai ketentuan, Perjanjian
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Kinerja 2023 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Banjarharjo Tahun 2023 yang
disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja
tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pemimpin rendah unutk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang
disertai indikator kineja. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu:
meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, dan mempunyai 1 (satu) indikator yaitu
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banjarharjo. Dengan demikian target
kinerja yang dijanjikan harus berkualitas out come disamping output penting, dan
harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja
aparatur.

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanabh.

5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , efesien, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perencanaan Kinerja tahun 2023 telah

melakukan penandantangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Pj.Bupati untuk mewujudkan

target kinerja yang dimaksud.Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka

OPD Kecamatan Banjarharjo telah melakukan perencanaan program dan perencanaan
kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sejumlah Rp (2.546.116.989).

Gamabaran mengenai keterkaitan antar tujuan/sasaran, indikator dan target

kinerja yang telah disepakati antara Camat dengan Bupati disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 2.2 Pengukuran Perjanjian Kinerja 2023

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Meningkatkan Kualitas | Hasil Survey Kepuasan
Pelayanan Publik Masyarakat Kecamatan 76%

Perangkat Daerah Banjarharjo

Secara singkat Program dan anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian
tujuan sebagaimana dalam perjanjian kinerja Kecamatan Banjarharjo Tahun 2023

disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Besaran Anggaran yang mendukung Program

No Program/Kegiatan Jumlah Uang (Rp)

1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 2.364.778.789
Daerah Kabupaten/Kota.

2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 88.778.200
dan pelayanan Publik.

3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 34.810.000

dan Kelurahan.

4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Rp. 11.250.000

Ketertiban Umum

5 | Program Penyelenggaraan Urusan Rp. 5.000.000
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan

Kepala Daerah.

6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Rp. 41.500.000
Pemerintahan Desa.
Jumlah Rp 2.546.116.989
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C. Alokasi Anggaran dan Jenis Belanja Program

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalama upaya pencapaian kinerja tujuan
dan sasaran rencana kerja OPD Kecamatan Banjarharjo tahun 2023, sesuai dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kecamatan
Banjarharjo Tahun Anggaran 2023

No Uraian Jumlah Uang (Rp)

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.826.659.000
Belanja Pegawai 1.826.659.000

2 BELANJA LANGSUNG 722.357.989
Belanja Barang dan Jasa 722.357.989
Belanja Modal -
Jumlah 2.546.116.989

Rincian alokasi anggaran menurut program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5 Besaran Anggaran Menurut Program dan Kegiatan Kecamatan Banjarharjo

Tahun Anggaran 2023

No Program/Kegiatan Jumlah Uang (Rp)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Rp. 18.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Rp. 3.000.000
daerah

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Rp. 3.000.000
Koordinasi dan penyusnan dokumen perubahan Rp. 3.000.000
RKA-SKPD
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Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Rp. 3.000.000
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD Rp. 3.000.000
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Rp. 3.000.000

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rp. 1.826.659.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp.1.823.759.000

Koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD Rp. 2.000.000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Rp. 900.000
bulanan/triwulan/semester SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Rp. 2.600.000
Perangkat Daerah

Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Rp. 1.000.000
daerah SKPD

Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Rp. 600.000
daerah pada SKPD

Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Rp. 1.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 7.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Rp. 7.000.000

Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rp. 123.385.989

Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Rp. 5.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rp. 18.768.700

Penyediaan peralatan rumah tangga

Rp. 456.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Rp. 48.410.489

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp. 11.540.000

Fasilitasi kunjungan tamu

Rp. 5.860.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Rp. 31.850.800

Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Rp. 1.500.000
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Rp. 296.136.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp. 7.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,
dan Listrik

Rp. 54.336.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp. 234.800.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 90.997.800

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Rp. 3.847.800
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Rp, 5.450.000

pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional

atau lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rp. 11.700.000

Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau

bangunan lainnya

Rp. 70.000.000

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Rp. 3.300.000
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat

Daerah yang ada di Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Rp. 3.300.000

kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

Dilimpahkan kepada Camat

Rp. 85.478.200

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait

dengna Nonperizinan

Rp. 30.450.000

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait

dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Rp. 55.028.200
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Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Rp. 34.810.000

Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Rp. 12.805.000

musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa

Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Rp. 22.005.000

Masyarakat di wilayah kecamatan

Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman Rp. 11.250.000

dan ketertiban umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Rp. 11.250.000
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi

vertical di wilayah kecamatan

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Rp. 5.000.000
Umum
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Rp, 5.000.000

sesuai penugasan Kepala Daerah

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Rp. 2.000.000
nasional dalam rangka memantapkan pegamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia
Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Rp. 3.000.000
Pancasila
Program Pembinaan dan Pengawasan Rp. 41.500.000

Pemerintahan Desa




Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi
pembinaan dan pengawasn pemerintahan desa

Rp. 41.500.000

Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan

kerja desa

Rp. 4.600.000

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan

pendayagunaan aset desa

Rp. 30.000.000

Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Rp. 900.000
perangkat desa

Fasilitasi Kerjasama antar desa dan Kerjasama desa Rp. 3.000.000
dengan pihak ketiga

Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Rp. 3.000.000

pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan

penegasan batas desa
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Kecamatan Banjarharjo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan
yang sudah berjalan mulai dari perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencan Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarharjo. Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Banjarharjo merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan
Banjarharjo untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya dalam memcapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja
Kecamatan Banjarharjo Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah

ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamtan Banjarharjo dari segi pengukuran kinerja
yang dituangkan dalalm laporan kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui pembobotan
bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) format
pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan pada
setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerja yaitu Capaian Kinerja Organisasi

dan Realisasi Anggran.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur Kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau
hasil (outcame) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Indikator keluaran (output) dan hasil (outcame) yang diukur berdasarkan indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam dokumen Penerapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator
kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output) dan hasil pengukuran kinerja Kecamatan
Banjarharjo dapat beruapa keluaran (output) dan hasil (outcame) sesuai dengan

dokumen penerapan kinerja Kecamatan Banjarharjo Tahun 2023.

I.  Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023
Pada Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Banjarharjo telah melaksanakan

berbagai strategi untuk memcapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun

23



pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator
kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan
diketahui selisih atau celah kinerja (performance gab), selanjutnya berdasarkan
selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat
untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan dating (performance improvement).
Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan
rumus sebagai berikut :
a. Tingkat Realisasi Positif
Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukan semakin tingginya
kinerja atau semakin rendah akan menunjukan semakin rendahnya

kinerja, berikut adalah rumusnya :

Realisasi

Capaian=----------------m-emsmmmmmeeeo- X100%
Target

b. Tingkat Realisasi Negatif
Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukan semakin

tingginya kinerja menggunakan rumus :

Target-(Realisasi-Target)

Capaian=-------=-=-=s=ssesnemcemcnnens X100%
Target

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran
dengan kategori sebagai berikut :

e Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)

e 76% sampai 100% = Baik (B)

e 56% sampai 75% = Cukup (C)

e Kurang dari 55% = Kurang (K)
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Capaian Kinerja Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes sesuai
dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara
target dan realiasai kinerja tahun ini, antara realiasi kinerja serta capaia
kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar
nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi
analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan
sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektivitas

dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Banjarharjo Tahun 2023

sebagai berikut :
Tabel 3.1

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian
Kinerja
1 | Meningkatkan Hasil Survey 76% 82,34% 108%
Kualitas Pelayanan Kepuasan
Publik Perangkat Masyarakat
Daerah Kecamatan
Banjarharjo

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara
keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut analisis

capaian kinerja dari sasaran indikator yang telah ditargetkan :
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1) Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banjarharjo
Prersentase capaian pada sasaran strategis kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan umum dicapai 82,34% dari target yang ditentukan yaitu 76%. Adapun
hal yang mendukung dapat tercapainya target Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan umum:

a. Terjalinnya komunikasi yang baik antar bagian yang terlibat langsung dalam
pelayanan Masyarakat.

b. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan melakukan evaluasi kinerja
pelayanan.

c. Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk memberikan
pelayanan kepada Masyarakat.

.  Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023
dengan tahun 2022

Secara umum Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam P-Renstra
2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten
Brebes Tahun 2023- 2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator
sasaran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun

terakhir di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No Sasaran Indikator | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian
Strategis Kinerja 2022 2023

1 | Meningkatkan Hasil - 76% 82,34% 108%
Kualitas Survey
Pelayanan Kepuasan

Publik Perangkat | Masyarakat
Daerah Kecamatan

Banjarharjo
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Capaian 91% - -
IKM PATEN

Persentase 100% - -
Peningkatan
Pelunasan
PBB

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data bahwa untuk Indikator Kinerja
tahun 2023 dan 2022 tidak sama. Hal tersebut menyesuaiakn dengan RESNTRA Tahun

2023-2026 dengan menyesuaikan indikator kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD
Kecamatan Banjarharjo pada tahun anggaran 2023, didukung dengan anggaran
sebesar Rp. 2.418.237.000.-(DPA), dan mengalami perubahan anggaran menjadi
Rp. 2.546.116.989.-(DPPA) secara ringkas komposisi penggunaan sebagai
berikut :

a. Belanja tidak langsung :

a. Belanja Pegawai (belanja tidak langsung), sebesar Rp. 1.823.759.000

b. Belanja langsung :
1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 722.357.989
2. Belanja Modal Rp. 0
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Penggunaan anggaran tersebut pada anggaran belanja langsung apabila

diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Capaian Antara Target Kinerja Sasaran Program Tahun 2023

Sasaran

Progam

Anggaran

Realisasi

Realisasi
(%)

Meningakatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap

pelayanan umum

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kabuapten/Kota

Rp. 541.019.789

Rp. 512.435.027

94,71

Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

Rp. 88.778.200

Rp. 88.712.000

99,92

Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa

dan Kelurahan

Rp. 34.810.000

Rp. 34.805.000

99,98

Program Koordinasi
Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Rp. 11.250.000

Rp. 11.250.000

100

Program
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan

Umum

Rp. 5.000.000

Rp. 5.000.000

100

Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Rp. 41.500.000

Rp. 38.500.000

92,77
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Dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2023, apabila

dibandingkan dengan Tahun 2022 penyerapan anggaran Tahun 2023 tidak mengalami

perubahan yaitu 95% (2022) dan 95% (2023).

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Antara Target Kinerja

Sasaran Program Tahun 2022 dan 2023

Sasara | Progam | Angg | Realis | Reali | Progam | Angg | Realis | Reali
n 2022 aran asi sasi 2023 aran asi sasi
2022 | 2022 | 2022 2023 | 2023 | 2023
(%) (%)
Meninga | Program Program
katnya Penunjang Penunjang
kepuasa | Urusan Urusan
n Pemerinta Rp. Rp. Pemerinta Rp. Rp.
masyara | han 599.29 | 568.02 | 95 han 541.01 | 512.43 | 94,71
at Daerah 7.860 0.287 Daerah 9.789 5.027
terhadap | Kabupate Kabuapte
pelayana | n/Kota n/Kota
numum | Program Program
Penyeleng Penyeleng
garaan Rp. Rp. garaan Rp. Rp.
Pemerinta | 85.685. | 81.099. | 95 Pemerinta | 88.778. | 88.712. | 99,92
han dan | 000 108 han dan 200 000
Pelayanan Pelayanan
Publik Publik
Program Program
Pembinaa Pemberda
n dan | Rp. Rp. yaan Rp. Rp.
Pengawas | 45.020. | 44.437. | 99 Masyarak | 34.810. | 34.805. | 99,98
an 000 000 at Desa 000 000
Pemerinta dan
h Desa Kelurahan
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Program
Koordinasi
Rp. Rp.
Ketentram
11.250. | 11.250. 100
an dan
] 000 000
Ketertiban
Umum
Program
Penyeleng
garaan Rp. Rp.
Urusan 5.000.0 | 5.000.0 100
Pemerinta 00 00
han
Umum
Program
Pembinaa
n dan Rp. Rp.
Pengawas | 41.500. | 38.500. | 92,77
an 000 000
Pemerinta
han Desa

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data bahwa untuk program tahun 2023

dan 2022 ada beberapa program/kegiatan yang tidak sama dikarenakan untuk setiap

aktivitas pekerjaan difungsikan sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun

2022 dan setiap indikator kinerja dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat

dalam melakukan evaluasi kinerja, dan adapula mengalami pengurangan kegiatan

dikarenakan pelaksananaan program, kegiatan, dan subkegiatan masih pada Tahun

2023.
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BAB IV

PENUTUP

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintahan  (LKJiP) disusun sebagai  bentuk
pertanggungjawaban Kecamatan Banjarharjo berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada
Tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari
hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Banjarharjo dapat disimpulkan bahwa sasaran yang
ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 dikategorikan memuaskan, karena nilai
capaiannya diatas standar penilaian ordinal sebagai komitmen Kinerja. Namun demikian, capaian
yang ada tetap harus di tingkatkan pada tahun-tahun yang akan dating, karena mempertahankan

lebih sulit dari pada mendapatkannya.

. SIMPULAN

Pada Tahun 2023, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dari 1 (satu) sasaran dan 1 (satu)
indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarharhjo Kabupaten
Brerbes Tahun 2023, menunjukkan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

a. 76% sampai 100% (Baik) =1 (satu) indikator (82,34%)

Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (Kategori baik). Pembiayaan program/kegiatan dari
APBD Kabupaten Brebes Tahun 2023 Rp. 2.546.116.989. terealisasi Rp. 2.398.530.302. dengan

penyerapan anggaran sebesar 94,20 %.

. LANGKAH KE DEPAN

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Banjarharjo Kabupaten
Brebes, fungsi Kecamatan Banjarharjo sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan

Pemerintah daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik kecamatan maupun

desa, senantiasa meningkatkan kinerja serta pelayanan dan memberikan motivasi.
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. Melakukan pengandalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

perencanaan kerja pada tahun berikutnya.

3. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor.

4. Melakukan pembinaan dan penataan pegawai agar melaksanakan tugas sesuai tugas dan

fungsinya secara lebik baik dan lebih bertanggungjawab.

18, Januari 2024
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : EKO PURWANTO, S.P., M.Si,, Kp
Jabatan : Camat Banjarharjo
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama :  URIP SIHABUDIN, S.H, M.H
Jabatan :  Pj. Bupati Brebes
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES

Pihak Pertama,

P.. M.Si.. Kp
ngkat |

URIP SIHABUDIN, S.H, M.H P g9 22880519903 1 008
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT BANJARHARJO

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Hasil Survey Kepuasan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
1. 1. | Masyarakat Kecamatan 76%
Publik Perangkat Daerah ) _
Banjarharjo

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

Program Penunjang Urusan
1. Rp. 2.364.778.789,- APBD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penyelenggaraan
2. Rp. 88.778.200,- APBD
Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program Pemberdayaan Masyarakat
3. Rp. 34.810.000,- APBD
Desa dan Kelurahan.

Program Koordinasi Ketentraman dan
4. Rp. 11.250.000 ,- APBD
Ketertiban Umum.

Program Penyelenggaraan urusan
5. Rp. 5.000.000,- APBD
Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan
6. Rp. 41.500.000 ,- APBD
Pemerintahan Desa

TOTAL Rp. 2.546.116.989,-

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BREBES

URIP SIHABUDIN, S.H, M.H

34



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Dra. SRIHANDAYANI

Jabatan : Sekretaris Camat Banjarharjo

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :  EKO PURWANTO, S.PS., M.Si., K.p

Jabatan : Camat Banjarharjo

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Pihak Pertama,

Pihak Pertama,
SEKRETARIS CAMAT

Dr NI
Penata Tingkat |
NIP. 19680514 199803 2 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIS CAMAT KANTOR KECAMATAN BANJARHARJO

KABUPATEN BREBES
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Survey Kepuasan terhadap . Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 800
. %o
Pelayanan Perkantoran Pengendaliaan dan Evaluasi
Kecamatan Banjarharjo Rasio  implementasi  pelaksanaan
2. 80%
Administrasi Keuangan
Persentase BMD SKPD dalam Kondisi
3. 90%
baik
Tingkat kepuasan Pelayanan
4. | administrasi perkantoran dilingkungan 90%
kantor
Tingkat Kepuasan Pelayanan
5. | Administrasi perkantoran di 90%
lingkungan kantor.
Tingkat kepuasan administrasi
6. 90%
perkantoran di lingkungan kantor.
Persentase BMD SKPD dalam Kondisi
7. 90%
Baik
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Program Penunjang Urusan
1 APBD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Rp. 18.000.000 APBD
a. Perencanaan, Penganggaran, dam
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Rp. 1.826.659.000 APBD
b. Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah.
Rp. 7.000.000 APBD
c. Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah.
Rp. 2.600.000 APBD
d. Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah.
Rp. 123.385.989 APBD

36



Administrasi Umum Perangkat
Daerah.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah.

Rp. 296.136.000

Rp. 90.997.800

APBD

APBD

TOTAL

Rp. 2.364.778.789 ,-

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pihak Pertama,

Pihak Pertama,
SEKRETARIS CAMAT

Dra. ANI

Penata Tingkat |
NIP. 19680514 199803 2 003
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PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : MOHAMMAD RIFA] SE

Jabatan : Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :  EKO PURWANTO, S.P., M.Si.,, Kp

Jabatan : Camat Banjarharjo

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Penata Tingkat |
NIP. 19680119 199202 1 001
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PERJANJIAN

KINERJA TAHUN 2023

KASIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KANTOR KECAMATAN BANJARHAR]JO

KABUPATEN BREBES
SASARAN KEGIATAN/SUB
No. INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
Koordinasi Kegiatan 1. | Dokumen Usulan Prioritas Pembangunan
! Pemberdayaan Desa. Tingkat Kecamatan

1. Peningkatan Partisipasi 1. | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
Masyarakat dalam Forum Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di Desa. 5 Lembaga
Perencanaan
Pembangunan di Desa.

2. Peningkatan Efektifitas 1. | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 10 Laporan
di Wilayah Kecamatan. Wilayah

No. KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Kegiatan Koordinasi Kegiatan
. Permberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum Rp. 12.805.000 APBD
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa.

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Rp. 22.005.000 APBD
Pemberdayaan di Wilayah
Kecamatan.

TOTAL Rp. 34.810.000,-
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Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ertama,

Penata Tingkat |
NIP. 19680119 199202 1 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : SUNAENIH, S.M

Jabatan : Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKO PURWANTO, S.P., M.Si,, Kp

Jabatan : Camat Banjarharjo

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pihak Pertama,

Kasie Pemerintahan dan

Penata Tingkat
NIP. 19720628 199203 2 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KASIE PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
KANTOR KECAMATAN BANJARHAR]JO

Keuangan Desa dan

Pendayagunaan Aset Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan

Aset Desa

KABUPATEN BREBES
No. SASARAN KEGIATAN/SUB INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1. Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala

Pemerintahan Umum Sesuai Daerah.

Penugasan Kepala Daerah.

1. Pembinaan wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan wawasan | 5 Kegiatan
Kebangsaan dan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Ketahanan Nasional dalam Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan
rangka Memantapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Pengamalan Pancasila, Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta
Pelaksanaan Undang- Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhineka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Pengembangan Kehidupan Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan
Demokrasi berdasarkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan -
Pancasila. Pancasila.
2. |Fasilitas, Rekomendasi, dan Dokumen dan Pembinaan dan Pengawasan Desa.
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa.
1. Fasilitas Penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 1 Dokumen
Peraturan Desa dan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Peraturan Kepala Desa Desa.
2. Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 50(%)
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dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika

3. Rekomendasi Pengangkatan Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan 1 Dokumen
dan Pemberhentian Pemberhentian Perangkat Desa
Perangkat Desa
4. Fasilitas Kerja Sama Antar Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja 1 Dokumen
Desa dan Kerja Sama Desa Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga.
dengan Pihak Ketiga
5. Fasilitas Penataan, Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkar Penataan, | 1 Dokumen
Pemenfaatan, dan Pemenfaatan, dan pendayagunaan Ruang Desa serta
pendayagunaan Ruang Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa.
Penyelenggaraan Urusan Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di
Pemerintahan yang Tidak Tingkat Kecamatan
3 |Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
1. Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 5 Laporan
Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
4. |Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
Dilimpahkan kepada Camat.
1. Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada 4 Laporan
Pemerintahan yang terkait Urusan Pemerintahan.
dengan Nonperizinan.
No. KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
L Kepala Daerah.
a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Rp. 2.000.000 APBD
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serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Rp. 3.000.000 APBD
Pancasila.
Fasiltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
a. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Rp. 4.600.000 APBD
Desa
b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan APBD
Rp. 30.000.000
Aset Desa.
c. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat APBD
Rp. 900.000
Desa
d. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan APBD
Rp. 3.000.000
Pihak Ketiga
e. Fasilitas Penataan, Pemenfaatan, dan pendayagunaan Ruang APBD
Rp. 3.000.000
Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan .
a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Rp. 3.300.000 APBD
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Rp. 30.450.000 APBD
Nonperizinan.
TOTAL Rp. 80.250000-
Pihak Pertama,
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kasie Pemerintahan dan

Penata Tingkat
NIP. 19720628 199203 2 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : HARYAN], SE

Jabatan : Kasie Kesejahteraan Sosial

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKO PURWANTO, S.P., M.Si., Kp

Jabatan : Camat Banjarharjo

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

>jahteraan Sosial

Penata Tingkat |
NIP. 19660102 198603 2 008
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KASIE KESEJAHTERAAN SOSIAL KANTOR KECAMATAN BANJARHAR]JO

KABUPATEN BREBES
NO SASARAN KEGITAN/ SUB INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
Pelaksanaan Urusan 1 | Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di
1. | Pemerintahan yang Tingkat Kecamatan.
Dilimpahkan kepada Camat
1. Pelaksanaan Urusan | 1. | Jumlah Laporan Pelaksanaan (%) Kewenangan 50%
Pemerintahan yang Lain yang Dilimpahkan
Terkait dengan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan
NO KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
- Camat
a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Rp- 55.028.200 APBD
TOTAL Rp. 55.028.200,-

Pihak Pertama,

Kasj

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

jahteraan Sosial

Penata Tingkat |
NIP.19660102 198603 2 008
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : -

Jabatan : Kasie Ketentraman dan Ketertiban Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKO PURWANTO, S.P., M.Si,, Kp

Jabatan : Camat Banjarharjo

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kasie Ketentraman dan

Ketertiban

Penata "l:ingkat |
NIP. -
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASIE KETENTRANMAN DAN KETERTIBAN
KANTOR KECAMATAN BANJARHAR]JO KABUPATEN BREBES

SASARAN KEGIATAN/ SUB
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Koordinasi Upaya Persentase Pencegahan Pelanggaran Perda dan
Penyelenggaraan Ketentraman Perbup Kecamatan (%) 100%
dan Ketertiban Umum
1. Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian 10
Tentara Nasional Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Laporan
Indonesia dan Instansi Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
NO KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
1.
Ketertiban Umum.
a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rp 11.250.000 APBD
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
TOTAL Rp. 11.250.000 ,-
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
Pihak Pertama, Kasie Ketentraman dan
Ketertiban
-1
NIP. -
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